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Nomor 637/Pdt.G/2018/PA.Bjr
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 18 Juli 1991, agama Islam,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota

Banjar, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Banjar, 17 April 1997, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota
Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
Telah memeriksa bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 September
2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan  Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan  Nomor
637/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 25 September 2018, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013 telah

dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang

dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama
Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 637/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84

Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan XXXXX, Kota Banjar, sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 28 Oktober 2013;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan  Termohon
dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di
rumah orang tua Pemohon, sebagaimana alamat Pemohon di atas

4, Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2
(dua) orang anak yang bernama XXXXX, Perempuan berumur 2 Tahun
dan XXXXX, Perempuan berumur 1 Tahun;

5. Bahwa sejak bulan Oktober Tahun 2016 terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, perselisihan dan
pertengkaran tersebut dikarenakan Faktor Ekonomi, Termohon yang
tidak bekerja, sehingga hal tersebut memicu pertengkaran terus
menerus;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2018, dimana
akhirnya Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon, dan memilih
tinggal di rumah orangtua Termohon;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang
dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga
Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi
menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan
hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon
sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk
suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana
maksud dan tujuan dan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
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9. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan

permohonan perceraian ini dengan alasan karena Faktor Ekonomi;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan

Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap

Termohon atas dasar pertengkaran yang terus menerus dan tidak

mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi

unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum

untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan

Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang
Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan ini mempunyai kekuatan
hukum tetap;

3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

4, Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon
menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak
menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut
relaas panggilan tanggal 04-10-2018 dan -10-2018 Nomor

637/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah
dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan

disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya
perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan
dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap

dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon telah mengajukan

alat bukti berupa :
A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 28 Oktober
2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX,
Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai (bukti P.);

B. Saksi :

1. Saksi |, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
tempat tinggal Kabupaten Ciamis, dan dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut :
0- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah paman Pemohon;
0- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah
pada tahun 2013;
0- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di
rumah bersama di rumah orang tua pemohon di Kota Banjar;
0- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
2 orang anak;
0- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan
Termohon awalnya harmonis, namun sejak akhir tahun 2016, rumah
tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara
pemohon dan termohon sering bertengkar;
0- Bahwa saksi pernah 5 kali melihat langsung pertengkaran
tersebut;
0- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena pemohon tidak
bisa memberi nafkah yang cukup kepada termohon. Pemohon sering
mengganggur dan jarang mendapatkan pekerjaan;
0- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak
bulan Februari 2018, yaitu termohon pulang ke rumah orang tuanya;
0- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon

dengan Termohon, namun tidak berhasil;
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2. Saksi Il, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut :
0- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Paman Temohon;
0- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah
sekitar 5 tahun yang lalu;
0- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di
rumah bersama di rumah orang tua pemohon di Kota Banjar;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
2 orang anak;
0- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan
Termohon awalnya harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu, rumah
tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara
pemohon dan termohon sering bertengkar;
0- Bahwa saksi pernah 4 kali melihat langsung pertengkaran
tersebut;
0- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena pemohon kurang
bertanggungjawab memberi nafkah yang cukup kepada termohon.
Pemohon bekerja serabutan tetapi jarang bekerja sehingga
penghasilannya tidak tetap;
0- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama
sekitar 8 bulan, yaitu termohon pulang ke rumah orang tuanya;
0- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon

dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan
Pemohon d menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Kketidak-hadirannya tidak

berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak datang menghadap di
persidangan maka upaya perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 69 dan
pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 serta upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil
dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal
125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat
dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu

majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat bertanda P. dan 2 orang saksi sebagaimana dimuat
dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.) maka terbukti antara
Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga
Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai
talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah
mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat
dengan Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara

terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang
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keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa sejak
akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis
disebabkan Pemohon jarang bekerja dan pemohon tidak bisa memberikan
nafkah yang cukup kepada termohon. Akibatnya antara Pemohon dan
Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 atau selama
sekitar 8 bulan. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan

Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar
pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan
keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh
Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat

menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti
antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus hal ini dapat dilihat dari selama 1 tahun 8 bulan berturut-
turut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, satu sama
lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis
hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit
untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana
yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang

bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan
perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap
dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis
telah berupaya menasehatinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan
Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

A o alll 56 BYll 19252 s
0- Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk

menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi

maha mengetahui”.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang
pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil
permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut

di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-
Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di

depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;

4, Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp.311.000,00 ( tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Mustolich, S.H.I
sebagai Ketua Majelis, Siti Alosh Farchaty, S.H.I dan Ana Faizah, S.H. masing-
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.l sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Siti Alosh Farchaty, S.H.I Mustolich, S.H.I
Hakim Anggota,

Ana Faizah, S.H.
Panitera Pengganti,

Feri Nurjaman, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 60.000,00
3. Panggilan Rp 210.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah )
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